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Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang- undang, Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.
Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai dampak (outcome). Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputsan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan.
Riant Nugroho (2016:437). implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2018:104) sebagai berikut:
“Bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur
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atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”.

Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (2018:206) sebagai berikut:
“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan  yaitu  melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Hogwood dan Gun (2016:197) menyebutkan bahwa secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi.
1. Karena kebijakan yang buruk (bad policy). Sejak awal perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara  sembrono, tidak lengkap informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan dan target yang tidak jelas.
2. Karena pelaksanaannya yang memang buruk (bad execution), misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana,  tidak cukup sarana dan prasarana penunjang.
3. Adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (bad luck). Semua syarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi, tetapi ada hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi dengan cara yang rasional sekalipun (Riant Nugroho, 2018:441).

Riant Nugroho dalam bukunya Public Policy (2018:436).

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi (Riant Nugroho, 2018:436).

Mengikuti William N. Dunn (2016:608-610),

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi
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berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Kesimpulan dari beberapa ahli diatas meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah proesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.
Memasuki agenda pesta demokrasi di tahun 2024 maka database yang akurat sangatlah penting untuk memudahkan pemerintah dalam proses pendataan pemilih seperti pemilu dan pilkada. Data pemilih menjadi sumber permasalahan yang kerapkali timbul, dengan adanya KTP-el dapat menjadi solusi permasalahan dari data kependudukan saat pemilihan umum.
Implementasi program Kartu Tanda Penduduk ektronik (KTP-el) yang di keluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dalam pelaksanaan di lapangan banyak mengalami kendala yang menghambat dalam proses pelaksanaan, hambatan itu antara lain kasus korupsi, terjadinya kelangkaan blangko di berbagai daerah yang sangat meresahkan masyarakat karena KTP-el yang di buat tak kunjung jadi.
Berbeda dengan kasus-kasus di daerah lain seperti kasus di atas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mulai awal tahun



2019 mengeluarkan sebuah program pencetakan/penerbitan KTP-el yang bernama “Kelakon Ditonggoni”. Pembuatan program ini di dasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ Perihal percepatan penerbitan KTP-el dan akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Program ini sangat unik pasalnya nama “Kelakon Ditonggoni” ini hanya ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk melayani penerbitan atau pencetakan KTP-el dan untuk di Kecamatan hanya melakukan perekaman. Adanya program ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon bisa melakukan pencetakan yang sebelumnya hanya memfokuskan pada PRR (Print Ready Record) dan belum pernah melakukan pencetakan KTP-el sekarang sudah bisa melakukan pencetakan baik pemula atau baru, KTP-el yang sudah rusak atau hilang.
Alur proses pencetakan KTP-el “Kelakon Ditonggoni” penduduk yang bersangkutan harus datang langsung ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan alamat di Jl. Brigjen Dharsono By Pass Komplek Perkantoran dengan membawa berkas persyaratan untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan bila tidak bisa datang langsung dengan alasan kondisi sakit parah/difabel/lansia maka dapat diwakilkan oleh keluarganya yang masih dalam satu kartu keluarga dan bila



mana tidak memiliki saudara maka dapat di wakilkan dengan mengisi formulir Surat Kuasa.
Dalam Pelaksanaan Program KTP-el “Kelakon Ditonggoni” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan terjadi beberapa permasalahan pada Pelaksanaan Kebijakan Program “Kelakon Ditonggoni” dalam penerbitan KTP-el, diantaranya:
1. Kualitas bahan blangko KTP-el yang tipis, kurang tebal dan mudah patah sehingga seringkali terjadi kecacatan dalam hasil pencetakan KTP-el sehingga harus dicetak ulang dengan blangko yang baru.
2. Sarana dan prasarana dalam pencetakan KTP-el kurang memadai karena hanya ada dua unit komputer dan dua unit mesin pencetakan KTP-el yang masing masing unit terkadang mengalami beberapa kendala jaringan/server KTP-el dan juga sering habisnya ribbon dan pelapis film menyebabkan pelayanan penerbitan KTP-el menjadi terlambat.
3. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pencetakan KTP-el baik dalam penggunaan alat pencetakan maupun SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:
“Evaluasi Kebijakan Program Kelakon Ditonggoni dalam Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon”



1.2. [bookmark: 1.2.  Rumusan Masalah][bookmark: 1.2.  Rumusan Masalah]Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik “Kelakon Ditonggoni” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat evaluasi kebijakan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik “Kelakon Ditonggoni” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon?
1.3. [bookmark: 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian][bookmark: 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian]Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. [bookmark: 1.3.1.  Tujuan Penelitian][bookmark: 1.3.1.  Tujuan Penelitian]Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik “Kelakon Ditonggoni” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat evaluasi kebijakan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik “Kelakon Ditonggoni” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
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1. Kegunaan Teoritis
a. Mengembangkan teori-teori dengan menganalisis masalah- masalah yang ada, sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan literatur Ilmu Administrasi Publik khususnya yang terkait dengan teori evaluasi kebijakan.
2. Kegunaan Praktis
a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi instansi terkait untuk lebih maksimal lagi pada pelaksanaan Program KTP-el “Kelakon Ditonggoni” di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
